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Abstract  

 

Kajian ini focus pada pembahasan tentang praktik pernikahan dini di kota Banda Aceh melalui Peraturan 
Pemerintah Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 pasal 7 huruf tentang Pencegahan pernikahan usia 
anak dengan menggunakan teori implemetasi Merriam. S. Grindle. Analisis ini dilakukan berdasarkan 
peningkatan data pernikahan anak di Aceh semakin meningkat dari tahun 2019 ke 2020 dengan jumlah 
22,61% berdasarkan data BKBN sedangkan data Pernikahan anak dikota banda aceh mencapai 36 kasus 
pertahun praktik pernikahan dini. Sehingga kajian ini focus pada strategi implementasi dan factor 
pendukung serta penghambat Pencegahan praktik pernikahan dini berdasarkan Peraturan Walikota. 
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah kota diantaranya 
Kerjasama antar sektor, Sosialiasi, Penguatan Sumber Daya Masyarakat (orang tua dan anak) dengan factor 
pendukung tersedia regulasi dalam mewujudkan kota layak anak. Sedangkan factor penghambat 
implementasi peraturan walikota yaitu sistem komunikasi yang tidak tuntas antar sektor, minim nya 
pengetahuan orang tua terhadap dampak praktik pernikahan dini pada anak serta pengaruh lingkungan. 
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A. Pendahuluan  

 Pernikahan dini merupakan praktik pernikahan yang melibatkan pasangan yang masih berusia di 

bawah 19 tahun. Fenomena pernikahan dini sudah menjadi trendi diinternal Masyarakat. Praktek 

penikahan dini tidak hanya terjadi di di desa melainkan juga di kota. Fenomena praktik pernikahan dini 

diberbagai negara dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan keluarga. Keluarga miskin 

dianggap dapat terbantu saat anak perempuan mereka menikah dini sehingga dapat membantu mengurangi 

beban ekonomi keluarga (Maudina, 2019). Selain alasan ekonomi, pernikahan dini juga banyak dilakukan 

dengan alasan sudah terlalu dekat hubungan anak perempuan dengan anak laki-lakinya, sudah pernah 

melakukan hubungan seksual, terjadinya kehamilan pranikah, rendahnya tingkat pendidikan, baik berkaitan 

dengan kurangnya pengetahuan dan motivasi orang tua terhadap minat belajar anak untuk mengakses 

pendidikan tinggi, dan kekhawatiran sebagai perawan tua, serta kemudahan media dalam mengakses 

konten-konten seksualitas.  

Angka pernikahan dini di Indonesia berdasarkan data Kementrian Agama Tahun 2019 berjumlah 15,66%. 

Indonesia berada di peringkat ke-delapan se-Asean dengan Total jumlah pernikahan usia anak di Indonesia 

sebanyak 1.459.000. Tidak hanya itu, fenomena praktik pernikahan dini di Aceh juga tergolong tinggi 

dengan jumlah 22,61% berdasarkan data BKBN. Data dari Makamah Syar’iyah Kabupaten/Kota se-Aceh 

juga mencatat pada tahun 2020 terdapat 640 kasus dispensasi perkawinan usia anak, dibanding tahun 2019 

hanya sekitar 198 kasus. Data ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan. Sedangkan data dari 9 KUA yang ada di Kota Banda Aceh mencatat 

pernikahan anak mencapai 36 anak dan yang melakukan dispensasi 24 kasus. Tingginya angka praktik 

pernikahan dini ini juga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan data P2TP2A Kota 

Banda Aceh terdapat 15 kasus kekerasan rumah tangga yang melakukan pernikahan usia anak pada tahun 

202I. 

Berdasarkan data ini pemerintah Aceh melakukan inisiasi dengan mengesahkan revisi UU 16 tahun 2019 

Perkawinan dan kenaikan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun 

bagi laki-laki. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 16 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas UU 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dalam Perwal Kota Banda 

Aceh No 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak menyatakan melarang pernikahan 

anak. Revisi ini dilakukan untuk menunda ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 

juga dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam pernikahan dan menciptakan stabilitas pada 

perkawinan yang terjadi pada pasangan di bawah umur 20 tahun yang sebagian besar belum memiliki 

kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Revisi ini juga melibatkan beberapa Lembaga yang 

terlibat dalam mengatasi atau meminimalisir pernikahan anak DP3AP2KB, LSM Flower Aceh yang 

bergerak dibidang perempuan dan anak, KUA Banda Aceh, KEMENAG Kota Banda Aceh dan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Keterlibatan lembaga-lembaga ini sebagai 

mitra pemerintah dalam menanggulangi atau menghambat angka praktik pernikahan dini di Kota Banda 

Aceh. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa keberadaaan legalitas hukum dan pelibatan 

lembaga tersebut belum membuahkan hasil, Dimana praktik pernikahan dini dilakukan secara siri dengan 

alasan susahnya mengurus surat permohonan dispensasi nikah. Sehingga menarik untuk melakukan kajian 

terhadap proses implementasi kebijakan pemerintah terhadap Perwal Kota Banda Aceh No 14 Tahun 2018 
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Tentang Pengembangan Kota Layak Anak menyatakan melarang pernikahan anak. Kajian ini focus pada 

proses implementasi serta factor penghambat dan pendukung dengan menggunakan teori model 

implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Dalam pendekatan Merilee S. Grindle, keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel. Variabel tersebut memiliki pengaruh besar 

terhadap tercapai atau tujuan yang diinginkan oleh suatu kebijakan sebagai hasil akhir. Grindle menegaskan 

bahwa variabel yang dapat mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ialah pertama, kebijakan dilihat 

dari proses implementasinya dengan mempertanyakan kesesuaian antara tujuan yang telah ditentukan 

diawal dengan hasil implementasi kebIjakannya (Putri et al., 2019). Kedua dilihat dari efeknya pada 

masyarakat serta perubahan yang terjadi dengan mempertanyakan apakah tujuan kebijakan telah sesuai 

dengan keinginan kebijakan itu sendiri melalui efek kebijakan terhadap masyarakat baik individu maupun 

kelompok melalui perubahan yang dihasilkan pada lingkungan implementasi kebijakan. Disamping itu 

Grindle juga mengungkapkan bahwa penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat 

ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri. Tingkat implemtability suatu kebijakan 

dapat diukur dari isi kebijakan (content top policy) dan lingkungan implementasi (content of implemetation) 

keduanya mencakup beberapa indikator yang berkaitan dengan pengaruh kepentingan terhadap suatu 

implementasi kebijakan, isi kebijakan yang berupaya untuk menunjukan bahwa suatu kebijakan memiliki 

manfaat baik positif maupun negative, sehingga kebijakan dapat membawa perubahan pada lingkungan 

implementasi  yang sesuai dengan target yang hendak dicapai. 

B. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode kualitatif deskripstif untuk 

memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga dan berdasarkan data yang ada 

berdasarkan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individu maupun kelompok. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu; Pertama, Observasi melalui 

pengumpulan data terkait angka praktik penikahan dini di Kota Banda Aceh; Kedua, Dokumentasi dengan 

mengumpulkan beberapa referensi yang dipilah dan ditelaah sesuai dengan persoalan yang dikaji sebagai 

landasan berpikir; Ketiga, wawancara dengan pihak terkait proses perumusan Peraturan walikota Kota 

Banda Aceh No 14 Tahun 2018 serta lembaga-lembaga yang focus pada persoalan praktik pernikahan dini. 

 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Demografis dan dinamika praktik pernikahan dini di kota Banda Aceh 

Berdasarkan data praktik pernikahan dini pada tahun 2019 hingga 2021 menjadi salah satu trend yang 

menarik untuk ditelusuri, sehingga dinamika ini perlu di tindaklanjuti dengan cermat. Beberapa kajian 

tentang dampak praktik pernikahan dini menegaskan bahwa trend ini didasari oleh beberapa factor 

diantaranya; Pertama, Faktor Pergaulan bebas, Dimana lifestyle generasi hari ini lebih dekat pada 

kondisi-kondisi yang mengarah pada married by incident, sehingga realitas ini melahirkan kontruksi sosial 

bahwa praktik pernikahan dini merupakan Solusi atas kelalaian ini (SYALIS & Nurwati, 2020). Kedua, 

factor ekonomi. Praktik pernikahan dini merupakan Solusi bagi orang tua untuk meningkatkan 

ekonomi keluarga sekaligus mengurangi beban orang tua, dimana asumsi yang terbentuk di Masyarakat 

bahwa anak-anak yang sudah dinikahkan akan mendapatkan hak dan kewajiban nya dari suami. Hal ini 

diyakini oleh Masyarakat sebagaimana diterangkan dalam Al-quran sebagai berikut; 
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”kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,dan orang-orang yang layak (berkawin) dari   hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui”(Q.S. An-Nuur : 32). 

Factor ini juga didukung oleh data kemiskinan di Kota Banda Aceh setiap tahun mengalami kenaikan. 

Pada tahun 2020 garis kemiskinan sebesar Rp. 435,195,-. Selama kurun waktu sepuluh tahun, garis 

kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 674.977,- pada tahun 2020. Jadi dapat dikatakan 

bahwa pendapatan minimum perkapita perbulan yang harus dicapai penduduk untuk hidup layak adalah 

sebesar 674.977rupiah pada tahun 2020 (BPS,2020). 

 

Ketiga, Faktor Lingkungan, hegemoni sosial yang terbentuk diinternal Masyarakat bahwa praktik 

pernikahan dini dinilai wajar serta berdampak positif bagi anak-anak sehingga terhindar dari kegiatan-

kegiatan yang merugikan anak. Selain itu, praktik pernikahan dini memutuskan rantai beban tanggung 

jawab orang tua terhadap anak pada proses pemantauan serta beban tanggung jawab ekonomi. Tidak 

hanya itu, realitas kontruksi sosial Masyarakat dengan asumsi “semakin cepat menikah semakin baik”. 

Sehingga orang tua bangga apabila anak-anak menikah lebih duluan dari anak-anak lain 

dilingkungannya. 

2. Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan Anak di Kota Banda Aceh 

Implementasi memiliki tugas dan fungsi dalam menciptakan sebuah relasi untuk merealisasikan 

program sebgai hasil dan aktivitas pemerintah dalam mewujudkan tujuan suatu kebijakan. Usaha 

mewujudkan tujuan suatu kebijakan, program harus diarancang secara matang, penuh pertimbangan 

dan tepat sasaran serta bersifat integral. Keharusan tersebut diperlukan agar program yang 

direalisasikan dapat merubah lingkungan kebijakan dan dapat ditentukan tingkat 

keberhasilannya.Grindle menegaskan bahwa implementasi merupakan proses umum Tindakan 

administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dimana pengukuran keberhasilan 

implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni: Pertama, dilihat dari prosesnya, dengan 

mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada 

akdi kebijakannya, Kedua, tujuan kebijakan dengan dimensi ukur pada dampak atau efeknya pada 

masyarakat secara individu dan kelompok pada tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan 

kelompok sasaran.  

Berdasarkan revisi Undang-Undan No 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah anak, pemerintah 

kota banda aceh merumuskan Peraturan Walikota No 14 Tahun 2018 Pasal 7 menegaskan bahwa keluarga 
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dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak diantaranya; (a), mengasuh, memelihara, 

mendidik dan melindungi anak;(b,mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;(c)menjamin 

keberlansungan Pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;(d)melaporkan setiap kelahiran 

anak pada instansi yang berwenang melakukan pencatatan untuk diterbitkan akta kelahiran, 

dan;(e)mencegah dan mengawasi anak melakukan segala perbuatan yang merugikan anak seperti 

pronografi, narkoba dan HIV/AIDS.  

Berdasarkan uraian Peraturan Walikota Pasal 7 terkait Pencegahan praktik pernikahan dini, 

pemerintah kota banda aceh melakukan beberapa Upaya diantaranya; Pertama, Pemerintah Kota Banda 

Aceh berkerjasama dengan P2TP2A dalam mewujudkan implementasi kebijakan pembatasan pernikahan 

usia anak dengan memastikan anak tetap berada dibangku sekolah pada umur belajar, membebaskan anak 

dari eksploitasi ekonomi sosial, memastikan anak tidak terjebak dalam narkotika dan membantu keluarga 

kurang mampu agar anak tidak terbengkalai serta memberi pelatihan keterampilan (Masna Yunita, 2021). 

Anak akan berada pada kesibukannya sendiri sehingga tidak terburu-buru untuk menikah karena paksaan 

keadaan, anak akan menikmati masanya dengan lebih baik dan berada pada semestinya (Maysarah 

P2TP2A,2021). Dimana data persentase pendidikan  anak usia 5 keatas sebagai berikut; 

 

Berdasarkan data tersebut perlu tindakan serius dari pemerintah kota banda aceh dalam 

memastikan anak-anak usia sekolah mendapat akses Pendidikan yang merata. Sehingga kualitas serta 

kesempatan mendapatkan Pendidikan menjadi salah satu kesibukan yang positif di usia anak dan terhindar 

dari pengaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan kebutuhan usianya (Sari & Puspitari, 2022). Kedua, 

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan turunan nya dalam peraturan walikota banda aceh 

nomor 14 tahun 2018 tentang pembatasan usia nikah dalam mewujudkan kota ramah anak yang dilakukan 

P2TP2A kepada masyarakat agar tidak terdesak keadaan untuk menikahkan anak-anaknya diusia yang tidak 

seharusnya menikah. Tidak hanya itu, Upaya Pencegahan praktik pernikahan anak dan untuk mewujudkan 

implementasi dari kebijakan pembatasan usia pernikahan anak juga dilakukan oleh Lembaga Mahkamah 
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Syariah. Ketiga, Penguatan Sumber Daya Masyarakat dengan berkerja sama antar sektor diantaranya KUA 

dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki focus pada isu Perempuan dan Anak. Salah satu lembaga 

yang melakukan Upaya pencegahan dan terwujudnya implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan 

anak yaitu LSM Flower Aceh dengan melakukan kampanye terkait hak anak, bahaya dan dampak dari 

pernikahan anak dan mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar terus berupaya 

mensosialisakan terkait pernikahan anak kepada Masyarakat. 

Ketiga pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota banda aceh dalam mewujudkan implementasi 

peraturan walikota Nomor 14 Tahun 2018 ini juga mendapat perhatian dari Tokoh Ulama, Dimana 

Pencegahan praktik pernikahan dini ini harus dilakukan Bersama untuk menjaga psikis dan mental anak, 

sehingga kesadaran orang tua menjadi bentuk Pencegahan yang signifikan (Damayanti & Mardiyanti, 

2020). Kesadaran orang tua terhadap pengaruh negative akibat praktik pernikahan dini ini merupakan 

strategi yang tepat untuk membentuk lingkungan. Dimana Grindle menegaskan bahwa kondisi lingkungan 

mempengaruhi implementasi kebijakan. Sehingga peran aktif orang tua dalam mencegah terjadinya praktik 

pernikahan dini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Banda Aceh. Dimana sosialisasi 

bahaya dari praktik pernikahan dini ini perlu di edukasikan kepada orang tua.  

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan Anak 

Analisis penghambat pada proses implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak dapat 

dilakukan dengan menggunakan teori implementasi George Edward II, (a) Komunikasi, yaitu keberhasilan 

implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana 

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Fitriyani Bahriyah et al., 2021). (b) Sumberdaya, 

meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 

kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya 

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya 

finansial. (c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, 

kejujuran, sifat demokratis (Husnani & Soraya, 2020). Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, 

maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. (d) Struktur Birokrasi, Struktur 

organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan (Amirulkamar et al., 2023). Aspek dari struktur organisasi adalah Standard 

Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi (Muhtar et al., 2024). Struktur organisasi yang terlalu panjang 

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit 

(Dodi Setyawan, 2021). melihat beberapa dimensi yaitu Pertama, komunikasi yang tidak tuntas dan tegas 
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dari pemerintah kota banda aceh dalam menjalankan peraturan walikota. Komunikasi ini dapat diupayakan 

melalui intruksi bersama dalam proses sosialisasi untuk meninformasi kepada masyarakat khusunya orang 

tua tentang bahayanya praktik pernikahan dini bagi anak (Delfi Suganda, Saraswati, & Sa’adah, 2021). Tidak 

hanya itu komunikasi yang tidak tuntas dan tegas ini juga berdampak pada pemahaman konsep diinternal 

terhadap kebijakan yaitu peraturan walikota nomor 14 tahun 2018. Kedua, Sumber Daya Manusia pada 

proses implementasi peraturan walikota tersebut belum terdata serta terakomodasi antar Satuan Kerja 

Pemerintah Kabupaten. Sehingga proses edukasi dan sosialisasi yang terjadi tidak tepat sasaran (Delfi 

Suganda, Saraswati, & Sa’dah, 2021). Ketiga, sikngkronisasi data, salah satu Lembaga masyarakat Koalisi 

Advokasi dan Pemantauan Hak Anak (KAPHA) Aceh menegaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi 

penyebab terhambaatnya implementasi kebijakan ini diantaranya karena belum sinkron antara data yang 

dimiliki kota banda aceh dengan data yang dikeluarkan dan belum memiliki mekanisme Langkah 

perlindungan khusus bagi anak yang hamil diluar nikah untuk ditangani dan dipulihkan dengan baik tanpa 

harus dinikahi (D Suganda, 2023). Keempat, Lingkungan, proses edukasi yang tidak merata terkait 

pemahaman Masyarakat atau orang tua akan bahaya dan resiko praktik pernikahan dini. Sehingga 

lingkungan menilai bahwa praktik penikahan dini merupakan salah satu Solusi untuk menghindari anak-

anak dari tindakan yang A-moral (Yusuf et al., 2021). Tidak hanya itu, membudayanya pola berpikir ini 

menjadi tantangan dan hambatan dalam proses implementasi peraturan walikota nomor 14 tahun 2018 

(Saraswati et al., 2022). Adapun faktor-faktor yang mendukung terwujudnya implementasi kebijakan 

pembatasan pernikahan usia anak yaitu sudah adanya regulasi dan program-program yang dapat dilakukan 

oleh anak agar terhindar dan mencegah anak melakukan pernikahan di usia anak. 

4. Analisis Implmentasi Kebijakan Pembatasan Pernikahan Usia Anak menggunakan Teori Merilee 

S. Grindle 

Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat 

diukur dengan pertama, kebijakan dilihat dari proses implementasinya dengan mempertanyakan kesesuaian 

antara tujuan yang telah ditentukan diawal dengan hasil implementasi kebijakan nya. Kedua dilihat dari 

efeknya pada masyrakat serta perubahan yang terjadi dengan mempertanyakan apakah tujuan kebijakan 

telah sesuai dengan keinginan kebijakan itu sendiri melalui efek kebijakan terhadap masyarakat baik 

individu maupun kelompok juga melalui perubahan yang dihasilkan pada lingkunga implementasi 

kebijakan.  

Kondisi lapangan implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak di Kota Banda Aceh belum 

sesuai dengan yang disampaikan oleh Teori Merilee S. Grindle dimana tidak ada kesesuaian antara tujuan 

yang di inginkan diawal dengan hasil imlementasinya. Hal ini dapat dilihat dengan masih ada kasus 

pernikahan anak yang dikabulkan oleh pihak Mahkamah Syariah. Tujuan kebijakan dan efek dari kebijakan 
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yang diharapkan menghasilkan perubahan masih sangat minim dimana efeknya terhadap masyarakat tidak 

begitu terasa, hal ini dapat dilihat masyarakat masih mendukung terjadinya pernikahan dini.  

Selanjutnya ada beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembatasan pernikahan usia 

anak di Kota Banda Aceh yaitu; (1) Kentalnya masyarakat terhadap agama, dimana dalam islam 

membolehkan pernikahan terhadap yang sudah masuk usia baligh; (2) Faktor ekonomi, dimana menurut 

masyarakat dengan menikahkan anaknya akan meringankan beban orang tua; (3) Faktor usia, dimana jika 

perempuan tidak melangsungkan pernikahan di usia muda tidak ada laki-laki yang mau dengannya; (4) 

Sistem hukum yang mengabulkan pernikahan anak dengan syarat syarat tertentu. 

 

D. Kesimpulan  

Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Usia Pernikahan anak di Kota Banda 

Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 merupakan regulasi turunan yang 

mendukung kinerja pembatasan usia pernikahan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019.  Keberadaan Peraturan Walikota ini tentunya memiliki dua sudut pandangan positif dan negative. 

Jika ditinjau dari sisi regulasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 ini tidak menjelaskan secara detail 

terkait strategi pembatasan usia pernikahan anak, melainkan pembatasan usia pernikahan anak sebagai 

salah satu Upaya untuk mewujudkan kota banda aceh yang rama anak. 

Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukungnya dan penghambat. Faktor 

pendukung dalam penerapan kebijakan pembatasan pernikahan usia anak tersebut seperti peran 

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kebijakan pembatasan usia pernikahan anak melalui 

memastikan anak tidak putus sekolah, tidak terekploitasi, tidak bekerja dibawah umur, memberikan 

program bantuan kepada keluarga miskin agar anak tidak terbengkalai. ketersediaan regulasi pendukung 

berdasarkan cita-cita nasional dalam Pencegahan praktik pernikahan dini dan sudah tersedianya SDM yang 

cukup dari pemerintah seperti adanya Lembaga P2TP2A yang sangat berperan dalam menyampaikan 

informasi ini kepada masyarakat dan menjalankan program-program yang mendukung pencegahan 

pernikahan usia anak (Safirussalim, Muhibbur Rizqi, 2023). Dalam mendukung implementasi kebijakan 

pembatasan pernikahan usia anak Pemerintah Kota Banda Aceh sudah memiliki regulasi UU tentang 

pembatasan pernikahan anak (Wilda et al., n.d.). Selain itu pemerintah juga merancang program-program 

kepada keluarga kurang mampu dengan harapan mampu melatih anak untuk mendapatkan pundi-pundi 

ekonomi seperti pelatihan-pelatihan keterampilan untuk melatih skill yang dimiliki oleh anak.   

Adapun faktor penghambat pada proses implementasi peraturan walikota nomor 14 tahun 2018 

diantaranya; Keseriuasn Pemerintah Kota dalam proses pengawalan, pelaksanaan serta evaluasi yang sesuai 

dengan amanah regulasi belum maksimal. Pemerataan akses informasi terkait pernikahan anak belum 

terinformasikan dengan baik kepada masyarakat. Sinkronisasi data  belum terintegrasi dengan maksimal, 
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selain itu pola advokasi kasus belum memiliki SOP yang jelas, sehingga beberapa kasus praktik pernikahan 

dini yang terjadi atas factor pergaulan bebas di proses oleh KUA. Tidak hanya itu, pemahaman persepsi 

terhadap pola advokasi yang tidak sikron antar lembaga menjadi bias dalam proses penangganannya. 

Sehingga proses implementasi peraturan walikota tentang pembatasan usia pernikahan anak berdasarkan 

Peraturan Walikota No 14 Tahun 2018 berdasarkan turunan dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 

pasal 7 ayat 2 dapat pada Tahun 2019-2020 belum berjalan secara maksimal. Implementasi regulasi ini 

perlu ditelaah Kembali sehingga proses mewujudkan kota ramah anak di Banda Aceh dapat berlangsung 

dengan maksimal, agar anak-anak pada usia dini mendapat kan akses, partisipasi, control dan manfaat yang 

sama.  
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